
Sengketa  Informasi  Melonjak
Satu Kasus Kasasi ke MA
Jambi – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi mencatat lonjakan
signifikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik
pada semester pertama 2026. Hingga akhir Juni 2026, KI Jambi
telah  menerima  45  permohonan  sengketa  informasi,  atau
meningkat sekitar 543 persen dibandingkan periode Triwulan ke
II Januari – Juni Tahun 2025

Data  tersebut  disampaikan  Ketua  Komisi  Informasi  Provinsi
Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, didampingi Wakil Ketua Almunawar
dan Komisioner Siti Masidardalam konferensi pers yang digelar
pada Rabu, 1 Juli 2026.

Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan, permohonan sengketa informasi
diajukan  oleh  berbagai  kalangan,  mulai  dari  media  online,
lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  hingga  masyarakat
perorangan.

Sementara  itu,  badan  publik  yang  menjadi  termohon  dalam
sengketa  informasi  juga  beragam,  mulai  dari  kepala  desa,
kepala  sekolah,  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)
kabupaten/kota,  OPD  Pemerintah  Provinsi  Jambi,  instansi
vertikal, hingga perbankan.

Dari total 45 perkara yang diterima, sebagian besar telah
diselesaikan melalui berbagai mekanisme, baik putusan sela,
putusan akhir, maupun mediasi. Namun, masih terdapat sejumlah
perkara yang saat ini sedang berproses dalam tahap persidangan
sebanyak 14 Perkara lagi.

Adapun  jenis  informasi  yang  paling  banyak  dimohonkan
masyarakat  berkaitan  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa,
pengelolaan  Dana  BOS,  Dana  Desa,  dana  Corporate  Social
Responsibility (CSR), serta dokumen perizinan usaha perkebunan
dan Hak Guna Usaha (HGU).
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Menurut  Taufiq,  peningkatan  jumlah  sengketa  informasi
menunjukkan  semakin  tingginya  kesadaran  masyarakat  Jambi
terhadap hak memperoleh informasi publik sebagaimana dijamin
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

“Naiknya  permohonan  sengketa  hingga  543  persen  menjadi
indikator bahwa masyarakat Jambi semakin memahami haknya untuk
memperoleh informasi publik,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengakui masih banyak badan publik yang belum
optimal  dalam  menjalankan  kewajiban  memberikan  pelayanan
informasi.

“Masih  ada  badan  publik  yang  lambat  merespons  permohonan
informasi. Bahkan, sebagian belum memiliki standar operasional
prosedur  (SOP)  pelayanan  informasi  yang  memadai  dan  masih
menganggap sejumlah informasi sebagai sesuatu yang bersifat
rahasia,  padahal  berdasarkan  ketentuan  merupakan  informasi
yang terbuka,” katanya.

Taufiq  juga  mengungkapkan,  saat  ini  terdapat  satu  perkara
sengketa informasi tahun 2025 yang yang masih berlanjut hingga
tingkat Mahkamah Agung (MA).

Perkara  tersebut  berkaitan  dengan  permohonan  informasi
mengenai  pembangunan  Islamic  Center  Kabupaten  Batanghari,
dengan pihak pemohon Media Suaralugas.Com melawan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batanghari.

Dalam  perkara  tersebut,  Komisi  Informasi  Provinsi  Jambi
memutuskan bahwa informasi yang dimohon merupakan informasi
terbuka  dan  harus  diberikan  kepada  pemohon.  Namun,  pihak
termohon mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jambi.

PTUN Jambi kemudian menguatkan putusan Komisi Informasi. Meski
demikian, proses hukum masih berlanjut karena pihak termohon
mengajukan  upaya  hukum  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Perkara



tersebut hingga kini masih menunggu putusan berkekuatan hukum
tetap. (Red)

PTUN  Jambi  Kuatkan  Putusan
Komisi  Informasi  Jambi
Perkara Keterbukaan Informasi
Pembangunan  Islamic  Centre
Batang Hari
Jambi – Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jambi mengeluarkan
putusan  menolak  permohonan  pemohon  seluruhnya  atas  objek
sengketa  putusan  Komisi  Informasi  Jambi  Nomor:024/KIP-
JBI/PSI/XI/2025 tanggal 26 Januari 2026, Rabu (13/05/2026).

Gugatan di PTUN diajukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Batang Hari yang dikuasakan kepada Dr.
Vernandus  Hamonangan,  SH.MH.,  Atika  Rumiris  Sitorus,  SH.,
M.H., Okto Suparman Simangunsong, SH., Martogi Simbolon, SH.,
dengan nomor: 3/G/KI/2026/PTUN.JBI terhadap putusan informasi
dengan termohon Suaralugas.com.

Dalam  perkara  tersebut,  amar  putusan  PTUN  Jambi  menolak
keberatan  pemohon  keberatan  untuk  seluruhnya,  menguatkan
putusan Komisi Informasi Jambi Nomor:024/KIP-JBI/PSI/XI/2025
tanggal 26 Januari 2026 dan menghukum pemohon keberatan untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp370.200,00.

Untuk diketahui isi putusan komisi informasi ialah mengabulkan
permohonan pemohon untuk seluruhnya.
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Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon terkait
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Islamic Centre Tahap I
dan  II  serta  ringkasan  kontrak  pembangunan  Islamic  Centre
tahap I dan II merupakan informasi yang terbuka dan dapat
diberikan oleh pemohon.

Memerintahkan  kepada  Termohon  untuk  memberikan  salinan
informasi sebagaimana disebut dalam bentuk soft copy dan/atau
hard  copy  kepada  pemohon  selambat-lambatnya  14  hari  kerja
setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menetapkan  biaya  pengandaian  dokumen  dibebankan  kepada
pemohon. (Red)

Diduga Tidak Ada Transparansi
Perkara di Pengadilan Negeri
Jambi
Jambi – Aplikasi berbasis web Sistem Informasi Penelusuran
Perkara  Pengadilan  Negeri  Jambi  terpantau  tidak  berfungsi
sebagaimana  mestinya.  Jadwal  sidang  dan  daftar  perkara
terlihat tidak update untuk masyarakat, Rabu (15/04/2026).

Pasalnya,  sejak  Kamis  09  April  2026  lalu  sampai  saat  ini
(15/04), tidak ada informasi mengenai jadwal sidang yang akan
berlangsung.  Sehingga  masyarakat  sulit  mengetahui  jalannya
supremasi hukum di pengadilan negeri jambi.

Sementara di waktu yang sama, Pengadilan Negeri Jambi itu
sendiri terlihat banyak proses persidangan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berfungsi sebagai
aplikasi  berbasis  web  semestinya  untuk  mempercepat
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administrasi  perkara,  meningkatkan  transparansi,  dan
memudahkan  masyarakat  mengakses  informasi  perkara  (jadwal
sidang hingga putusan) secara langsung. SIPP juga berfungsi
sebagai  register  elektronik  dan  alat  pengawasan  kinerja
aparatur peradilan.

Namun berbeda, kali ini tidak ada satu pun informasi terbaru
muncul  dalam  website  sipp.pn-jambi.go.id  seperti  sedang
menutupi perkara yang sedang berjalan.

Padahal, fungsi utama SIPP secara rinci yakni, Administrasi
Perkara  Efisien:  Alat  bantu  bagi  aparatur  peradilan  untuk
mengelola  administrasi  perkara  secara  elektronik  dari  awal
hingga akhir.

Transparansi  Publik:  Memudahkan  masyarakat  atau  pihak
berperkara mengakses data umum, seperti nomor perkara, pihak
terkait, status perkara, hingga rincian biaya perkara.

Penelusuran Informasi Perkara: Memungkinkan pencarian riwayat
perkara dan jadwal sidang.

Preservasi Arsip: Sebagai bentuk pengamanan data dan berkas
perkara dalam bentuk digital.

Pengawasan  Kinerja:  Digunakan  pimpinan  pengadilan  untuk
memonitor kinerja hakim dan pegawai.

Salah satu pegawai di Pengadilan tersebut saat dikonfirmasi
mengaku web sedang ada kendala sinkronisasi.

“Sedang  ada  kendala  sinkronisasi.  Mohon  maaf  atas
ketidaknyamanannya, saat ini lagi masa perbaikan oleh tim IT,”
ujarnya.

Saat  ditanya  mengenai  perkara  nomor  129/Pid.B/2026/pn  jmb,
PTSP Online PN Jambi mengaku sudah tiga kali sidang, sementara
jejaknya tidak muncul dalam web tersebut.

Hingga  berita  ini  diterbitkan  awak  media  masih  menunggu



jawaban resmi dari pihak Pengadilan Negeri Jambi. (Red)

Menakar  Kualitas  Investasi
Kekuasan
Opini, Suaralugas.com – Berdasarkan keterangan yang tertuang
pada  halaman  63  (Enam  Puluh  Tiga)  dari  Laporan  Hasil
Pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (LHP-BPK)  Perwakilan
Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi
Tahun  2024  dengan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Nomor:
17.A/LHP/XVIII.JMB/05/2025  tertanggal  26  Mei  2025  dapat
diketahui bahwa adanya beberapa peristiwa hukum yang terjadi
menyangkut  penyelenggaraan  pengelolaan  Keuangan  Daerah  di
lingkungan Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Jambi. 

Penjelasan dengan narasi yang baik secara eksplisit maupun
secara inplisit memberikan refleksi adanya suatu kesengajaan
Sekretaris Daerah (Sekda) baik secara sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama dengan sejumlah orang yang tergabung dalam
kelompok tanggungjawab jabatan yang dipimpinnya dengan sebutan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).  

Diksi dan Narasi pada keterangan dimaksud tidak mengisyaratkan
peristiwa hukum tersebut bukan disebabkan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi sebagai depot ataupun
gudang segala bentuk kesalahan dan dosa birokrasi kekuasaan
penguasa ataupun Pemerintahan.

Merujuk  pada  norma  azaz  Causalitas  (Hubungan  Sebab
Akibat/Causa  Verban)  terutama  dengan  menggunakan  perspektif
Teori  Generalisasi  (Adeguat)  dan/atau  teori  Individualisasi
(Causa Proxima) maka dapat ditarik suatu penilaian dimana baik
sebagian  maupun  secara  keseluruhan  peristiwa  hukum  beserta
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dengan implikasinya menjadi tanggungjawab sebagaimana diatas.

Sederhananya  BPK-RI  Perwakilan  Provinsi  Jambi  memberikan
keterangan  terperinci  yang  menjelaskan  bahwa  pada
penyelenggaraan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank
Jambi berupa bangunan gedung yang berlokasi di Jalan Raden
Mattaher dengan nilai sebesar Rp. 10.128.733.000,00 (Sepuluh
Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh
Tiga Ribu Rupiah).   

Masih  menurut  BPK,  penyerahan  gedung  tersebut  tidak  dapat
dilakukan karena harus melalui proses perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 tahun 2022 tentang Penambatan Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Jambi pada Bank Jambi.  

Lebih lanjut BPK Perwakilan Provinsi Jambi menjelaskan tentang
adanya peristiwa hukum lainnya dengan memcantumkan keterangan
tentang  Surat  Tanda  Penerimaan  Laporan  Nomor:
STPL/B/290/X/2024/SPKT/POLDA JAMBI tertanggal 4 Oktober 2024
atas laporan pengelola barang yang melaporkan adanya tindak
pidana  pencurian  pada  Gedung  dimaksud  dimana  menurut
keterangan  pelapor  ditaksir  kerugian  sebesar
Rp.2.279.412.096,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan
Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah). 

Rangkaian kalimat pada halaman 63 LHP dimaksud baik secara
eksplisit maupun secara inplisit memberikan signalement bahwa
adanaya  pengambilan  suatu  kebijakan  oleh  pemerintah  yang
dilakukan dengan sengaja dengan cara melupakan Azaz-Azaz Umum
Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB)  yang  seakan-akan  negara  ini
bukan negara hukum.

Penilaian adanya unsur kesengajaan sebagaimana dugaan diatas
didasari dengan fiksi hukum yaitu azaz hukum yang menganggap
semua  orang  tahu  hukum  (presumptio  iures  de  iure)  segera
setelah  peraturan  perundang-undangan  diundangkan  yang
menegaskan  bahwa  ketidaktahuan  hukum  (ignorantia  juris  non
excusat) tidak bisa dijadikan alasan untuk melanggar aturan.



Amat sangat mustahil dan tidak dapat diterima akal sehat jika
sosok seorang oknum Sekda sebagai Penyelenggara Negara yang
baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan
Pejabat Daerah lainnya yang tergabung dalam suatu kelompok hak
kewenangan yang disebut sebagai Tim Anggaran Pemerintah Derah
(TAPD)  tidak  mengerti,  dan  memahami  atau  setidak-tidaknya
pernah mengetahui sekilas tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah.     

Ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang  Pemerintah  Daerah  mengatur  tentang  dasar  hukum
penyelenggaraan  pernyataan  modal  pemerintah  daerah  dengan
amanat : “Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda”.

Dengan  mempergunakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
yang berlaku sebagaimana diatas dalam menilai keterangan yang
diberikan  oleh  BPK-RI  sepertinya  keterangan  tersebut  baik
secara  eksplisit  maupun  secara  inplisit  kebijakan  yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi waktu itu adalah suatu
perbuatan melawan hukum.

Setidak-tidaknya  patut  diduga  kuat  untuk  diyakini  bahwa
Pemerintah  Kota  Jambi  dengan  baik  sebagian  maupun  secara
keseluruhan  kebjikan  telah  dengan  sengaja  memberikan
kesempatan kepada seseorang dan/atau sejumlah orang dan/atau
orang  lain  untuk  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  berupa
tindak pidana pencurian.

Suatu tindakan yang identic dengan landasan filosofis yang
menyatakan  bahwa  “barang  siapa  yang  memberikan  kesempatan
orang lain melakukan kejahatan, sesungguhnya ia bagian dari
kejahatan tersebut” yang merupakan suatu prinsip moral dan
hukum  yang  menegaskan  tentang  tanggung  jawab  bersama  dan
pembiaran (omission) sebagai bentuk partisipasi aktif.

Keputusan Walikota Nomor 406 tahun 2024 tertanggal 28 Juni
tahun 2024 sebagaimana LHP BPK dan serta pengumuman pelelangan



kegiatan  Pembangunan  Gedung  dimaksud  oleh  LPSE  Kota  Jambi
dengan nomor Kode 8281259 tertanggal 7 Juni sampai dengan 7
Juli 2023 dengan Pagu senilai Rp. 10.000.000.000,00 serta HPS
sebesar Rp.9.999.964.101,00 dengan Dana bersumber dari APBD
Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.

Kedua fakta hukum sebagaimana diatas dibandingkan dengan waktu
atau saat diundangkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 tahun 2022
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jambi pada
PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Persero) yaitu pada tanggal
9 Oktober 2024 atau ± 16 bulan pasca dialokasikannya Anggaran
yang dimaksud.  

Dengan mempergunakan fakta hukum dimaksud sebagai tolak ukur
dan/atau sebagai bukti pembanding maka patut diduga kuat untuk
diyakini ketentuan sebagaimana pada Pasal 5 Perda penyertaan
modal dimaksud Cacat Formil.

Sepertinya  Pemerintah  Kota  Jambi  (TAPD)  dan  serta  Badan
Anggaran  DPRD  Kota  Jambi  saat  itu  telah  dengan  sengaja
melakukan suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum atau
setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan yang mengatur
tentang tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan tata cara
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  

Akibat dari kebijakan sesat dari pemikiran yang mengandung
cacat logika sebagaimana yang didugakan melahirkan akibat pada
kwalitas penambahan penyertaan modal berupa uang senilai di
tetapkan  berupa  uang  sebesar  Rp.  54.000.000.000.00,-  (Lima
Puluh Empat Miliar Rupiah) tidak memilik Dasar ataupun Payung
Hukum.

Hal  tersebut  terlahir  dari  pemikiran  dengan  menggunakan
perspektif Kajian Investasi dan serta kaidah ataupun norma
atau Azaz Hukum Perencanaan, yaitu suatu kegiatan mengumpulkan
data serta informasi terkait suatu instrumen investasi agar
dapat membuat keputusan investasi yang tepat, dengan beberapa



jenis  analisis,  antara  lain  yaitu  Analisis  Fundamental,
Teknikal,  Kuantitatif,  Sentimen,  dan  Makroekonomi  serta
Analisis Sektor.

Dugaan perbuatan melawan hukum lainnya dalam menakar kwalitas
investasi  kekuasaan  yang  dimaksud  sepertinya  tidak  hanya
sebatas  pada  amanat  konstitusional  sebagaimana  diatas  akan
tetapi  juga  terjadi  terhadap  ketentuan  Pasal  77  Peraturan
Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah
yang  mengatur  bahwa:  Penyertaan  modal  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  76  dilaksanakan  setelah  ditetapkan  dengan
Peraturan  Daerah  (Perda).

Serta  ketentuan  yang  tidak  kalah  pentingnya  menyangkut
perencanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dengan
ketentuan Pasal 78: Penyertaan modal didasarkan pada studi
kelayakan  (feasibility  study/FS)  yang  dilakukan  secara
profesional dan menjadi bagian dari kebijakan anggaran daerah.

Secara  ringkas,  setiap  langkah  dalam  investasi  pemerintah,
mulai dari perencanaan hingga sampai pada pelaksanaan yang
dilakukan  oleh  OIP  (BUMN/BHL/BLU),  wajib  didasarkan  pada
dokumen kajian yang meneliti kelayakan ekonomi, sosial, dan
potensi risiko.

Kembali pada persoalan ketentuan yang mengatur dan menetapkan
bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah harus memiliki dasar
hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentunya hal tersebut
menghendaki  adanya  proses  pembuatan  peraturan  tersebut
sebagaimana  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Persoalan  berikutnya  yang  membutuhkan  jawaban  hukum  yaitu
menyangkut  tentang  saat  atau  waktu  pengesahan  Perda  yang
terkesan sebagai upaya menghalalkan sesuatu yang haram atau
membolehkan sesuatu yang terlarang atau membenarkan sesuatu
yang salah, atau dengan kata lain Legislatif dijadikan tameng



sakti agar menjadi sosok yang kebal hukum bagi sang oknum
inisiator pemilik kepentingan investasi kekuasaan.

Oleh: Jamhuri-Direktur Eksekutive LSM Sembilan

Angkutan BBM Non Subsidi PT
FGS  Diduga  Tidak  Sesuai
Ketentuan
Batang Hari, Jambi – Dugaan praktik pengangkutan mobil tangki
bertuliskan PT Fajar Gelora Semesta, bahan bakar minyak (BBM)
jenis  Bio  Solar  tanpa  izin  kembali  mencuat  di  wilayah
Kabupaten  Batang  Hari,  Kamis  (26/03/2026).

Temuan  ini  mencurigakan  setelah  sebuah  kendaraan  tangki
berskala 10.000 liter berjenis Mitsubishi PS kedapatan membawa
muatan BBM berjenis B40 diduga tidak sesuai ketentuan angkutan
B3 (Bahan Berbahaya Beracun). Namun pihak pengurus PT FGS
tidak  mampu  menunjukkan  dokumen  perizinan  resmi  saat
dikonfirmasi  di  lapangan.

Berdasarkan  informasi  yang  dihimpun,  kendaraan  tersebut
mengangkut sekitar 5.000 liter BBM industri jenis Bio Solar
b40 berasal dari PT Petro Andalan Nusantara Sumatera Selatan.

Berdasarkan surat jalan, BBM tersebut akan disalurkan ke PT
Persada Harapan Kahuripan, Desa Teluk Rendah Ulu Kecamatan
Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Tanpa dilengkapi dokumen legalitas
pengangkutan  BBM  sebagaimana  diwajibkan  oleh  peraturan
perundang-undangan.

Namun, keabsahan dokumen tersebut masih diragukan karena tidak
disertai  izin  resmi  distribusi  maupun  pengangkutan  dari
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instansi berwenang.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, sopir dan pengurus tidak mampu
menjelaskan  secara  rinci  terkait  legalitas  muatan  yang
dibawanya.

Kondisi  ini  memperkuat  dugaan  bahwa  aktivitas  tersebut
berpotensi melanggar aturan distribusi BBM non-subsidi.

Tidak hanya itu, pihak pengurus perusahaan melalui via telpon
Whatsapp, mengklaim bahwa pengangkutan tersebut “resmi”.

Tetapi  ketika  diminta  menunjukkan  kelengkapan  dokumen
perizinan,  yang  bersangkutan  tidak  dapat  memperlihatkannya.
Hal  ini  semakin  menimbulkan  tanda  tanya  besar  terkait
legalitas  operasional  pengiriman  BBM  tersebut.

Pengangkutan BBM tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang
dapat  dijerat  dengan  Undang-Undang  Migas.  Meski  disebut
sebagai BBM non-subsidi, distribusinya tetap wajib memenuhi
aspek  perizinan,  pengawasan,  serta  tata  niaga  yang  telah
ditetapkan pemerintah.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun
tangan  melakukan  penyelidikan  menyeluruh.  Jika  terbukti
terdapat  pelanggaran,  seluruh  pihak  yang  terlibat  diminta
diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari
pihak berwenang terkait dugaan pengangkutan BBM tanpa izin
tersebut. (Red)



Angkutan  BBM  Industri  8.000
Liter  PT  Diandra  Kharisma
Abadi  Diduga  Tidak  Sesuai
Ketentuan
Batang Hari, Jambi – Sebuah angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM)
industri berjenis truck PS HD-L kapasitas 8.000 liter milik PT
Diandra Kharisma Abadi diduga tidak sesuai dengan ketentuan
keselamatan angkutan B3, Kamis (12/03/2026).

Terpantau angkutan tersebut bebas beroperasi tanpa hambatan
dan bertuliskan Pertamina.

Berdasarkan aturan, angkutan BBM kapasitas 8.000 liter hanya
cocok untuk mobil berjenis truk medium duty fuso 4×2 bukan
truk PS HDL, karena mengangkut B3.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada pernyataan resmi dari
pihak  PT  Diandra  Kharisma  Abadi  mengenai  SLO  dan  KIR/uji
kendaraan angkutannya. (Red)

Perkumpulan  WAL  Desak  Polda
Jambi Periksa PT Indo Selaras
Energi
Jambi – Maraknya dugaan distribusi bahan bakar minyak (BBM)
industri  ilegal  di  Provinsi  Jambi  terus  menerus  melakukan
kegiatannya seakan-akan tak tersentuh hukum sama sekali, Senin
(02/03/2026).
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Kali ini mobil tangki biru putih seperti angkutan resmi dengan
nopol (BH 8304 LA) yang  bermerek tempelan PT Indo Selaras
Energi  terpantau  aman  beraktivitas  melakukan  pengantaran
minyak.

Temuan  di  lapangan  mengindikasikan  pola  distribusi  yang
terstruktur. Kendaraan tangki Biru putih membawa BBM industri
kerap melintas di jalur Tembesi menuju Sarolangun maupun jalan
Tembesi ke Tebo, rute yang selama ini disorot sebagai jalur
suplai aktivitas ilegal yang tidak tersentuh hukum.

Menurut informasi dari sumber mengatakan, kalau  mobil biru
putih tersebut menuju arah Sarolangun minyaknya untuk alat
tambang Emas yang ada di sana.

“Minyak tersebut seringkali di kawal oleh oknum Angota agar
perjalanannya lancar sampai tujuan,” sebutnya.

Padahal, BBM industri hanya boleh digunakan untuk kebutuhan
operasional perusahaan yang memiliki izin sah dan peruntukan
jelas.

Dalam  banyak  kasus  di  Jambi,  BBM  jenis  ini  justru  diduga
dialirkan ke sektor ilegal, mulai dari tambang emas tanpa izin
(PETI) hingga usaha tak berizin yang merugikan negara dan
lingkungan.

Fakta ini memperkuat dugaan adanya perlindungan tak kasat mata
dalam peredaran BBM industri ilegal di Jambi.

Jika  benar  melibatkan  oknum  aparat,  maka  praktik  ini
berpotensi memperkuat jaringan mafia energi yang selama ini
sulit disentuh hukum.

Mengenai hal tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Wana Andalas
Lestari  Randy  Pratama,  S.Pd  mendesak  Kapolda  Jambi  untuk
memeriksa PT Indo Selaras Energi dan angkutannya.

“Kami sangat menginginkan tindak lanjut Kapolda Jambi untuk
melakukan  pemeriksaan  terhadap  angkutan  tersebut.  Karena



kegiatan  penjualan  BBM  ilegal  berpotensi  besar  merusak
lingkungan,” imbuhnya.

Dengan  amannya  aktivitas  jual  beli  minyak  ilegal  maka
memperbanyak  pelaku  penambang  minyak  ilegal.

Bukan  hanya  soal  legalitas  minyak  yang  diangkut,  Ketua
Perkumpulan  WAL  juga  menyoroti  angkutan  yang  diduga  tidak
sesuai dengan standar pengangkutan BBM dan dapat membahayakan
masyarakat sekitar.

“Kami  sangat  menunggu  keseriusan  Polda  Jambi  membongkar
praktik  pengeboran  minyak  ilegal  dan  pendistribusiannya
sebagai bentuk kepedulian Kapolda untuk menjaga kelestarian
alam,” tutupnya. (Ags)

Oknum  Lurah  Diduga  Timbun
Minyak Kita
Jambi  –  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Nusantara  Indonesia
(LPKNI) kembali membongkar dugaan praktik mafia minyak goreng
di Kota Jambi.

Dugaan  skandal  tersebut  berhasil  terungkap  ketika  tim
investigasi lembaga itu menyambangi salah satu rumah di Jalan
Walisongo,  Aur  Kenali,  Alam  Barajo,  yang  tengah  melakukan
bongkar muat kardus MinyaKita kemasan 1 liter.

Dalam dokumentasi video milik LPKNI yang dilihat oleh redaksi
tampak  beberapa  unit  truk  berisi  penuh  kardus  MinyaKita
terparkir  dihalaman  rumah  yang  diduga  milik  seorang  oknum
Lurah di Kota Jambi berinisial MH.

Anehnya,  truk  pengangkut  minyak  goreng  tersebut  terdapat
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spanduk  bertuliskan  “Penyaluran  Bantuan  Pangan  Beras  dan
Minyak Goreng Provinsi Jambi Oktober-November Tahun 2025.”

Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, yang ikut langsung dalam
operasi tangkap tangan oleh tim investigasinya itu, mengatakan
bahwa terdapat 1.000 dus MinyaKita kemasan 1 liter.

Yang jelas, kata Kurniadi, pihaknya akan mengambil langkah
tegas atas dugaan praktik mafia minyak goreng, yang telah
berhasil diungkap oleh tim investigasi LPKNI.

“1.000 dus MinyaKita, kemasan 1 liter, ini telah menyalahi
aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh
pemerintah” katanya, Senin 23 Februari 2026.

Kemudian, ia menceritakan bahwa dugaan praktik mafia minyak
goreng ini berawal dari informasi adanya salah satu Rumah
Pangan Kita (RPK) binaan Perum Bulog Jambi yang mendapatkan
kuota minyak goreng dengan jumlah fantastis.

Atas dasar informasi tersebut Kurniadi langsung membentuk tim
investigasi  untuk  mendalami  informasi  tersebut.  Kurniadi
menegaskan  pihaknya  akan  membuat  laporan  resmi  ke  pihak
berwajib.

“Salah satu RPK binaan Bulog Jambi mendapat kuota MinyaKita
1.000 dus, milik oknum Lurah di Kota Jambi, sementara RPK yang
lain hanya mendapat 40 dus untuk dua Minggu” sebutnya.

“RPK inikan menjual kepada masyarakat atau konsumen akhir,
kalo ini untuk dijual lagi ke pedagang, artinya patut diduga
pedagang akan menjual dengan harga mahal, kasihan masyarakat
yang seharusnya dapat harga murah malah dapat harga tinggi
jika dijual diatas HET” tambahnya.

Kurniadi melanjutkan, bahwa dugaan praktik mafia minyak goreng
yang  berhasil  diungkap  tersebut,  nantinya  akan  dipasarkan
diluar wilayah Kota Jambi.

“[Minyak goreng] itu akan dijual ke Bayung Lincir, Sumatera



Selatan dan Kabupaten Batang Hari, di jual pada harga Rp188
ribu sampai Rp200 ribu per dus kepada penjual lain, artinya
pedagang yang menampung akan menjual diatas HET.” katanya.

“Kalau jumlahnya sudah ribuan begini bukan cari makan lagi
ini,  ini  sudah  cari  kaya,  ini  bisa  dikatakan  penimbunan,
tindak pidana penimbunan bahan pokok” timpalnya.

Dalam kasus ini Kurniadi juga mencurigai adanya permainan di
bidang bisnis yang ada di Perum Bulog Jambi, pasalnya Kurniadi
menjelaskan,  bahwa  setiap  RPK  binaan  Bulog  Jambi  harus
memiliki toko dan titik lokasi yang telah di data.

“Kami  [LPKNI]  meminta  kepada  Perum  Bulog  Pusat  untuk
mengevaluasi para pejabat Perum Bulog Jambi karena di duga
banyak permainan yang akan merugikan masyarakat, inikan tidak
ada spanduk RPK, padahal RPK itu harus ada toko, didata bahkan
sampai ke titik koordinat lokasi toko” ujarnya.

Disamping itu, Ketum LPKNI juga meminta Wali Kota Jambi, Dr.
dr. Maulana untuk mengevaluasi dan mencopot MH dari jabatan
Lurah diwilayahnya.

“Kami  meminta  Pak  Maulana  mencopot  MH  atas  dugaan
penyalahgunaan  wewenang,”  pungkas  Kurniadi.  (Red)

Angkutan BBM Industri Bodong
Bebas  Melenggang  di  Jambi,
Polisi Belum Ungkap PT Ecall
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Samudera Energi
Jambi – Terpantau lalu lalang aktivitas angkutan BBM industri
di wilayah Provinsi Jambi. Diduga kurangnya pengawasan membuat
aktivitas  ilegal  tersebut  berjalan  terstruktur  dan  masif,
Senin (16/02/2026).

Berdasarkan hasil pengamatan di jalan, angkutan BBM industri
mencapai hampir 50 dengan merek PT yang berbeda. Ada yang
menuliskan nama perusahaan lengkap, ada juga yang menuliskan
dengan singkatan tiga kata.

Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar aparat penegak
hukum dalam menindak pelanggaran sesuai dengan UU Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Tidak tanggung-tanggung,
para pelaku usaha juga melanggar ketentuan angkutan B3.

Pasca kecelakaan lalu lintas, angkutan BBM industri milik PT
Ecall Samudera Energi beberapa bulan yang lalu, polisi belum
ungkap legalitas minyak dan perizinan perusahaan tersebut.

Padahal video kecelakaan itu viral, dan terlihat minyak yang
diangkut tumpah ke jalan raya. Dan mendapatkan ragam komentar
dari warganet yang menyebutkan bahwa mungkin setoran kencang
aman jadinya.

Warganet juga meminta polisi untuk memeriksa apakah minyak itu
dari  masakan  ilegal  atau  memang  murni  solar  industri
Pertamina.

Berdasarkan data dari Pertamina, angkutan bbm industri region
II Sumbagsel hanya ada tiga perusahaan angkutan BBM industri
untuk wilayah jambi.

Berikut nama angkutan BBM industri yang terpantau awak media:

PT Ratu Ardha Namora

PT Anugrah Salbi Sejahtera
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PT Empat Pilar Energi

PT Ecall Samudera Energi

PT Mitra Garuda Energi

PT Dulur Raya Abadi

PT Cahaya Delima Energi

PT Kerinci Toba Abadi

PT Anugrah Salbi Sejahtera

PT Putra Mauli Energi

PT Fatih Pratama Sejahtera

PT Jaya Muaro Mandiri

PT Rajawali Wira Energi

PT WEP

PT ASS

PT BSR

PT Jaya Muaro Mandiri

PT Putra Laskar Merdeka

PT Tata Kurnia Pratama

PT Titu Perkasa Energi

PT Kesatria Nusa wKencana

PT Sinergi Persada Sakti

PT Catur Perkasa Energy

PT Oil Nusantara Energi



PT Tata Kurnia Palma

PT Agam Partindo Daya Energi

PT Fajar Gelora Semesta

PT Mitra Garuda Energi

PT Patra Andalas Sukses

PT Osil Indo Energi

PT Kahar Utama

PT Batanghari Petro Perkasa

PT Kasih Karunia Raharja

PT Niaga Energi Bersama

PT Samaritan Solare Gemilang

PT Ksatria Nusa Kencana

PT Dafrizo Agritama Energi

PT Berkat Sahabat Persada

PT Pelita Emas Energi

PT Samaritan SG

PT KIP

PT NHE

PT Surabah

PT Dulur Raya Abadi

Hingga berita ini diterbitkan awak media masih berusaha untuk
mendapatkan tanggapan resmi dari Polda Jambi. (Red)



Publik  Desak  Polda  Jambi
Ungkap Izin Tambang Dalam HGU
PT SDM
Jambi – Sempat viral pemberitaan mengenai adanya aktivitas
penambangan dalam wilayah HGU perkebunan kelapa sawit PT SDM
di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari,
sampai  saat  ini  belum  ditemukan  kepastian  hukum  mengenai
permasalahan tersebut, Sabtu (14/02/2026).

Sekretaris Perkumpulan Wana Andalas Lestari (LSM-Lingkungan)
Fikhy  Riandy  mendesak  aparat  kepolisian  segera  berikan
kepastian hukum.

“Jelas ini ada mens rea, karena ada pembiaran oleh pemilik HGU
itu sendiri. Karena tidak ada pemberitahuan mengenai pelepasan
HGU,  pelaku  tambang  tidak  mempunyai  IUP  yang  sah  dan
berpotensi kerusakan lingkungan yang serius karena tidak ada
AMDAL tambang yang disetujui,” ungkapnya.

Terpantau,  sejak  tahun  2025  lalu  hingga  kini,  belum  ada
perkembangan yang signifikan dari APH mau pun pemerintah untuk
menindaklanjuti permasalahan ini.

“Belum ada perkembangan yang signifikan dari pemerintah mau
pun  APH,  tentu  mencederai  penegakan  hukum  yang  sudah
diamanatkan  dalam  Undang-undang  Dasar,”  bebernya.

Dikutip dari pemberitaan media online Jambilink.id, Setelah
investigasi  yang  dilakukan  bersama  Perkumpulan  Hijau
dipublikasikan,  aparat  akhirnya  turun  ke  lapangan  untuk
mengecek kondisi lingkungan di Koto Boyo, Batanghari, Kamis 6
Februari 2025.

https://suaralugas.com/publik-desak-polda-jambi-ungkap-izin-tambang-dalam-hgu-pt-sdm/
https://suaralugas.com/publik-desak-polda-jambi-ungkap-izin-tambang-dalam-hgu-pt-sdm/
https://suaralugas.com/publik-desak-polda-jambi-ungkap-izin-tambang-dalam-hgu-pt-sdm/


Hasil peninjauan Tim Ditreskrimsus Polda Jambi, Kementerian
ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi menguak
fakta yang mengkhawatirkan.

Namun, Direktur Perkumpulan Hijau, Feri Irawan, meminta hasil
pengecekan itu mesti dibuka ke publik melalui konferensi pers.
Jangan  sampai,  kata  Feri,  peninjauan  itu  hanya  terkesan
sebatas  kunjungan  kerja  (kungker)  tanpa  investigasi  yang
menyeluruh.

“Kami dan publik secara luas berharap kunjungan Polda Jambi
dan pihak terkait ke PT BBMM tidak hanya sekedar formalitas.
Jangan  hanya  menerima  keterangan  sepihak  dari  perusahaan,
sementara fakta di lapangan menunjukkan ada kegiatan tambang
ilegal di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)!” tegas
Feri.

Dalam investigasi Perkumpulan Hijau, ditemukan fakta hanya 3
dari 126 perusahaan tambang batubara di Jambi yang melakukan
reklamasi. Sisanya, bekas tambang dibiarkan menganga dan sudah
menelan korban jiwa akibat tenggelam di lubang eks tambang.

“Kami menemukan ada perusahaan yang melakukan kegiatan tambang
di luar izin konsesi IUP. Polda juga harus selidiki itu, siapa
pelakunya? Karena ini berdampingan langsung dengan IUP PT.
BBMM,” jelas Feri.

Feri  juga  mempertanyakan  Kenapa  DLH  dan  Kementerian  ESDM
terkesan menutup-nutupi kejahatan lingkungan ini? Ia berharap
semua hasil uji sampel air di lokasi PT BBMM dibuka ke publik
agar transparan.

“Dan lahan yang tidak direklamasi harus segera direklamasi,
pelakunya diusut tuntas!” lanjut Feri.

Selain  itu,  hasil  investigasi  Perkumpulan  Hijau  juga
mengungkap 9 perusahaan tambang yang beroperasi di dalam HGU
PT Sawit Desa Makmur (SDM). Lima di antaranya dimiliki oleh
Rizal Senangsyah, yang merupakan saudara kandung dari Andi



Senangsyah, direksi PT SDM.

9 Perusahaan Tambang yang Beroperasi di HGU PT SDM: 

1️⃣ PT Tambang Bukit Tambi (TBT)

2️⃣ PT Bumi Makmur Sejati (BMS)

3️⃣ PT Batu Hitam Sukses (BHS)

4️⃣ PT Bumi Bara Bangun Mandiri (BBMM)

5️⃣ PT Kurnia Alam Investama

6️⃣ PT Alam Semesta Sukses Batu Bara (ASSBB)

7️⃣ PT Batu Hitam Jaya (BHJ)

8️⃣ PT Devanadi Karunia Cahaya (DKC)

9️⃣ PT Kasongan Mining Mills (KMM)

� PT Gual Nusantara Perkasa (GNP)

Menurut Perkumpulan Hijau, izin HGU PT SDM yang seharusnya
digunakan untuk perkebunan sawit, ternyata dikavling-kavling
untuk bancaan tambang batubara. Akal-akalan ini membuat izin
HGU PT SDM semakin sulit dicabut, karena telah menjadi lahan
eksploitasi tambang.

“Ini jelas modus! PT SDM sejak awal tidak berniat menanam
sawit, mereka hanya menjadikan izin HGU sebagai kedok untuk
menguasai  tambang  batubara.  Ini  kejahatan  lingkungan  yang
terstruktur dan dibiarkan!” ujar Feri.

Tak hanya merusak lingkungan, tambang batubara yang beroperasi
di  dalam  HGU  PT  SDM,  menurut  Feri,  telah  menyebabkan
penderitaan  bagi  Suku  Anak  Dalam  (SAD)/Orang  Rimba.

Akibat  pencemaran  air  sungai  oleh  aktivitas  tambang,  pada
tahun 2019 lima anggota kelompok Tumenggung Minang meninggal
dunia  setelah  mengonsumsi  air  yang  diduga  tercemar  limbah



tambang.

Dampak tambang terhadap SAD: 

� Sungai tercemar, menyebabkan penyakit dan kematian
� Kehilangan ruang hidup karena hutan berubah jadi tambang
� Konflik berkepanjangan akibat penerbitan izin HGU PT SDM
� Debu tambang menyebabkan gangguan pernapasan bagi SAD

“Sejak awal izin HGU PT SDM telah merampas ruang hidup Orang
Rimba. Sekarang mereka kehilangan tanah, kehilangan budaya,
bahkan kehilangan nyawa!” tegas Feri.

Atas temuan ini, Perkumpulan Hijau mendesak Komisi XII DPR RI
turun  langsung  ke  Koto  Boyo.  Mereka  meminta  hearing  dan
investigasi  menyeluruh  terhadap  perusahaan  tambang  yang
melanggar hukum.

“Kami ingin DPR RI turun ke lapangan! Jangan hanya percaya
laporan di atas kertas. Ini kejahatan lingkungan yang masif,
dan harus dihentikan!” pungkas Feri.

Publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah dan penegak
hukum. Apakah kasus ini hanya akan berakhir di meja pertemuan,
atau  ada  tindakan  tegas  untuk  menghentikan  penghancuran
lingkungan di Koto Boyo? (Red)


